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PENETAPAN

Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BELOPA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam

sidang Majelis  Hakim  telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat

antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Paconne, 21 Agustus

1996,  umur  28  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  Ibu  rumah  tangga,  tempat  kediaman  di

Kecamatan  Belopa  Utara,  Kabupaten  Luwu  dengan

domisili elektronik XXX;

sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kebun Kopi, 15 Mei 1993, umur

31  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Petani,  tempat  kediaman  di  Kecamatan  Belopa  Utara,

Kabupaten Luwu;

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2

Desember 2024 yang terdaftar  secara  elektronik  melalui  aplikasi  e-Court  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Belopa  pada tanggal 3  Desember 2024

dengan  register  perkara  Nomor  583/Pdt.G/2024/PA.Blp  telah  mengajukan

gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa  pada  tanggal  04  Maret  2015  bertepatan  dengan  tanggal  13

Jumadil Awal 1436 Hijriah, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan
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pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Agama (KUA)  Kecamatan  Belopa  Utara,  kabupaten  luwu,  sebagaimana

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 04 Maret 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

berpindah pindah kadang di  rumah orang tua Penggugat  dan kadang di

rumah orang tua Tergugat selama 9 tahun 4 bulan dan sudah dikaruniai 1

anak yang bernama ANAK,  tempat  dan  tanggal  lahir  Luwu,  11  Januari

2015, usia 8 tahun;  

3. Bahwa,  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  semula

berjalan  rukun  dan  harmonis,  namun sejak  tahun  2015  rumah  tangga

Penggugat  dengan Tergugat  mulai  goyah sering terjadi  perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan oleh:   

- Tergugat  ringan  tangan  di  mana  suka  menampar,  memukul,

menendang Penggugat;  

- Tergugat malas bekerja sehingga tidak bertanggung jawab

memenuh nafkah keluarga;  

- Tergugat suka bermain judi online; 

- Tergugat  suka  berbicara  kasar  seperti  mengatakan  Penggugat

anjing, Asu; 

- Tergugat  tidak  betah  tinggal  bersama  di  rumah  orang  tua

Penggugat; 

- Tergugat  keras kepala dan selalu ingin  menang sendiri  dengan

tidak  mau  mendengar  pendapat  Penggugat  dalam  setiap

permasalahan;  

- Tergugat  gampang  marah  hanya  karena  masalah  kecil  seperti

dilarang keluar jika tidak ada alasan penting;  

4. Bahwa,  puncak pertengkaran  dan  perselisihan  antara  Penggugat  dan

Tergugat  terjadi  pada  bulan  Juli  2024,  kemudian  Penggugat  pergi

meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat sehingga telah pisah

tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya;  

5. Bahwa  untuk  menyelesaikan  kemelut  rumah  tangga,

Penggugat dengan Tergugat serta dari masing-masing pihak keluarga telah
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berusaha bermusyawarah dan mencari  jalan keluar bersama akan tetapi

tidak berhasil;  

6. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah

tangga dengan Tergugat, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam  rumah  tangga  serta  apabila  diteruskan  akan  lebih  banyak

madharatnya  dari  pada  maslahatnya,  sehingga  tujuan  dari  pada

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak

tercapai;  

7. Bahwa,  dengan  keadaan  rumah  tangga  seperti  dijelaskan  di  atas,

gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam) yang berlaku;  

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;  

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas  Penggugat  mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono); 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

atau  kuasa  hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

menurut relaas Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Blp tanggal 6 Desember 2024 yang

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

itu disebabkan suatu halangan yang sah;
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Bahwa  prosedur  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  Tergugat

tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

dengan  cara  menasehati  Penggugat  untuk  bersabar  dan  mengurungkan

niatnya untuk bercerai lalu kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa  atas  upaya  Majelis  Hakim  tersebut,  Penggugat  menyatakan

bahwa  Penggugat  akan  berusaha  untuk  damai  atau  rukun  kembali  dengan

Tergugat dan Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses

pemeriksaan  perkara  ini  dinyatakan  telah  selesai  sehingga  tidak  perlu  lagi

dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari

penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir

sedangkan  Tergugat  tidak  hadir,  meskipun  Tergugat  telah  dipanggil  secara

resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  Penggugat  mengajukan

permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  menyatakan  mencabut  gugatannya,

sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan kepada

ketentuan  Pasal  271  ayat  (1)  RV,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa

pencabutan  tersebut  patut  dikabulkan  dan  perkara  dinyatakan  dicabut

sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena

perkara ini  telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat; 
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Mengingat,  semua  pasal  dalam peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Blp dicabut; 

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sebesar Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah); 

Demikian  penetapan ini  dijatuhkan dalam rapat  Musyawarah Majelis

Hakim  pada  hari  Senin,  tanggal  16  Desember  2024  Miladiyah  bertepatan

dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H.,

M.H. masing-masing sebagai  Hakim Anggota, penetapan tersebut  diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

para  Hakim  Anggota  tersebut  dan  didampingi  oleh  Hairuddin,  S.H.  sebagai

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.
Hakim Anggota,

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Mujibburrahman Salim, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Hairuddin, S.H.
Perincian biaya :
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1.  PNBP

- Pendaftaran : Rp   30.000,00

- Panggilan  Pertama  Pengugat

: Rp   10.000,00

- Panggilan  Pertama  Tergugat

: Rp    10.000,00

- Redaksi : Rp

10.000,00

2. ATK/Proses :  Rp

100.000,00

3. Panggilan : Rp    18.000,00

4. Meterai : Rp           10.000,00  

J u m l a h :  Rp

  188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Awaluddin, S.H., M.H.

Catatan :
Salinan  putusan  diberikan  kepada  ………….………..…..  pada  tanggal  ……………….……….
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.
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